
 

  

TAMBAHAN 

LEMBARAN NEGARA R.I 
No.6730 OTONOMI DAERAH. Kewenangan. Kelembagaan. 

Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 238) 
 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 106 TAHUN 2021  

TENTANG 

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN 

OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA 

 

I. UMUM 

Untuk merespon perubahan politik, sosial, dan budaya di Papua 

serta untuk memberikan kepastian hukum atas keberlanjutan dana 

Otonomi Khusus yang digunakan untuk membiayai pembangunan di 

Provinsi Papua telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada tanggal 19 Juli 2021 

yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 4 

ayat (7), Pasal 6 ayat (6), Pasal 6A ayat (6), Pasal 56 ayat (9), Pasal 59 ayat 

(8), Pasal 68A ayat (4), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang bertujuan untuk 

memastikan jalannya pemerintahan di Provinsi Papua agar dapat berjalan 

lebih efektif dan efisien serta untuk memberikan dasar pelaksanaan 

kekhususan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur mengenai pelaksanaan 

kewenangan Provinsi Papua dan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang 

bertujuan untuk memberikan penegasan pembagian kewenangan antara 

Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah 
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Kabupaten/Kota sehingga jalannya pemerintahan di Provinsi Papua dapat 

berjalan dengan baik. 

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai mekanisme dan 

tata cara pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari OAP. 

Dengan tidak adanya partai politik lokal di Papua, maka pengisian kursi 

anggota DPRP dan DPRK dari OAP diharapkan dapat meningkatkan akses 

OAP terhadap politik dan pemerintahan sehingga melahirkan kebijakan 

yang pro-OAP. Selama ini pengaturan terkait dengan pengisian kursi 

DPRP dari pengangkatan OAP diatur dalam Perdasus yang pada 

praktiknya selalu mengalami keterlambatan karena konflik yang 

berkepanjangan akibat ketidakjelasan mekanismenya.  

Pengaturan mengenai mekanisme pemekaran daerah provinsi dan 

kabupaten/kota di Papua dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan 

untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat 

peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, 

dan mengangkat harkat dan martabat OAP yang dilakukan tanpa melalui 

mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai 

pemerintahan daerah.  

Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi 

Khusus Papua ditujukan untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, 

evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan 

Otonomi Khusus di wilayah Papua, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, pembentukan Badan ini 

diharapkan dapat menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan 

dan penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan 

Otonomi Khusus di Provinsi Papua. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 



No. 6730 
-3- 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “masyarakat penyelenggara pendidikan” 

adalah lembaga keagamaan, badan hukum bersifat nirlaba, dan 

kelompok masyarakat atau perorangan yang memenuhi 

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Pemenuhan guru dengan kualifikasi akademik dan kompetensi 

pendidik paling rendah lulusan pendidikan menengah dan telah 

mengikuti pendidikan guru selama 2 (dua) tahun di lembaga 

pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

mengutamakan guru yang berasal dari OAP. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 
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Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
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Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam pemenuhan pelayanan. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Perangkat distrik yang bertugas/berwenang di bidang 

perizinan berkoordinasi dengan perangkat daerah 

kabupaten/kota yang menangani urusan penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melakukan 

pendaftaran perizinan berusaha dengan menggunakan hak 

akses yang dimiliki oleh pelaku usaha paling lama 10 

(sepuluh) Hari setelah pendaftaran diterima oleh pelaku 

usaha yang memberi kuasa pengajuan perizinan berusaha 

di daerah termasuk pembuatan hak akses bagi pelaku 

usaha baru. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “dari unsur OAP” dalam ketentuan 

ini adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi 

dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon 
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anggota DPRP. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan 

dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih” dalam 

ketentuan ini adalah masa jabatan anggota DPRP yang diangkat 

tidak boleh berbeda dengan masa berakhir jabatannya dengan 

anggota DPRP yang dipilih. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “¼ (satu per empat) kali dari jumlah 

anggota DPRP” dalam ketentuan ini termasuk dengan komposisi 

sekurang-kurangnya berjumlah 30% (tiga puluh persen) 

keterwakilan perempuan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 
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Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Bahwa pengucapan sumpah/janji tetap dilaksanakan bagi calon 

anggota DPRP yang tidak ada gugatan sengketa hasil seleksi 

Pansel Provinsi. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah mekanisme 

kerja Kelompok Khusus sama dengan mekanisme kerja fraksi 

yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dalam hal urutan berikutnya sudah tidak ada maka tidak 

dilakukan pengisian.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 
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Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “dari unsur OAP” dalam ketentuan 

ini adalah perwakilan Masyarakat Adat di wilayah 

kabupaten/kota dan tidak sedang menjadi anggota partai 

politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum 

mendaftar sebagai calon anggota DPRK. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan 

dengan masa jabatan anggota DPRK yang dipilih” dalam 

ketentuan ini adalah masa jabatan anggota DPRK yang diangkat 

tidak boleh berbeda dengan masa berakhir jabatannya dengan 

anggota DPRK yang dipilih. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 
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Pasal 45 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “¼ (satu per empat) kali dari jumlah 

anggota DPRK” dalam ketentuan ini termasuk dengan komposisi 

sekurang-kurangnya berjumlah 30% (tiga puluh persen) 

keterwakilan perempuan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Bahwa pengucapan sumpah/janji tetap dilaksanakan bagi calon 

anggota DPRK yang tidak ada gugatan sengketa hasil seleksi 

Pansel Kabupaten/Kota. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah mekanisme 

kerja Kelompok Khusus sama dengan mekanisme kerja fraksi 

yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dalam hal urutan berikutnya sudah tidak ada maka tidak 

dilakukan pengisian.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “berdomisili di Papua sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun” dalam ketentuan ini adalah 

domisili calon anggota DPRP/DPRK di Papua secara 

akumulatif. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
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Huruf f 

Yang dimaksud dengan “surat lain yang dipersamakan 

dengan ijazah” dalam ketentuan ini adalah surat yang 

dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” 

dalam ketentuan ini adalah perbuatan yang melanggar 

norma adat, norma sosial di masyarakat, dan meresahkan 

masyarakat di antaranya judi, pemakai/pengedar narkoba, 

dan perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 

Cukup jelas. 

Huruf o 

Cukup jelas. 

Huruf p 

Cukup jelas. 

Huruf q 

Cukup jelas. 

Huruf r 

Cukup jelas. 

Huruf s 

Cukup jelas. 

Huruf t 

Cukup jelas. 
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Pasal 53 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “memperjuangkan aspirasi dan hak 

dasar OAP” dalam ketentuan ini adalah aktivitas dalam 

memfasilitasi, menjaring aspirasi, mengartikulasikan hak 

dasar OAP dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “memihak, melindungi, dan 

memperjuangkan hak dan kepentingan OAP” dalam 

ketentuan ini adalah aktivitas dalam memfasilitasi, 

mengadvokasi kepentingan OAP untuk mewujudkan 

kesetaraan kesempatan di berbagai bidang sosial, politik, 

dan ekonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “lembaga lain yang diakui pemerintah” 

dalam ketentuan ini adalah lembaga yang telah terdaftar oleh 

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 54 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “yang digunakan pertimbangan DPRP” 

dalam ketentuan ini apabila pada daerah otonom baru provinsi 

di wilayah Papua belum mengukuhkan dan melantik 

keanggotaan MRP. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pertimbangan DPRP digunakan apabila pada daerah otonom 

baru provinsi belum terbentuk MRP. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Peraturan Menteri mengenai pembentukan panitia pemilihan untuk 

pelaksanaan pemilihan keanggotaan Pansel Provinsi sekurang-

kurangnya memuat mengenai unsur panitia pemilihan dan tugas 

panitia pemilihan. 

 

Pasal 60 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “masing-masing mengusulkan 3 (tiga) 

orang calon anggota Pansel Provinsi” adalah calon yang 

diusulkan lembaga dan/atau pejabat negara berjumlah 3 (tiga) 

orang calon. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” dalam 

ketentuan ini adalah perbuatan yang melanggar norma adat, 

norma sosial di masyarakat, dan meresahkan masyarakat di 

antaranya judi, mabuk, memakai/mengedarkan narkoba, dan 

perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. 

Huruf h 

Cukup jelas. 
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Pasal 62 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Masa kerja Pansel berakhir 3 (tiga) bulan setelah menetapkan 

hasil seleksi bertujuan untuk mengantisipasi adanya gugatan di 

pengadilan. 

 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Laporan pelaksanaan tugas di dalamnya minimal memuat 

berita acara rapat-rapat Pansel, hasil seleksi setiap 

tahapan, dan Keputusan Pansel yang memuat calon terpilih 

anggota DPRP untuk ditetapkan dan calon tetap anggota 

DPRP untuk daftar tunggu berdasarkan daerah 

pengangkatan dan peringkat hasil seleksi calon anggota 

DPRP mekanisme pengangkatan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Peraturan Gubernur mengenai pembentukan panitia pemilihan 

untuk pelaksanaan pemilihan keanggotaan Pansel Kabupaten/Kota 

sekurang-kurangnya memuat mengenai unsur panitia pemilihan dan 

tugas panitia pemilihan. 

 

Pasal 68 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “masing-masing mengusulkan 3 (tiga) 

orang calon anggota Pansel Kabupaten/Kota” adalah calon yang 

diusulkan lembaga dan/atau pejabat negara berjumlah 3 (tiga) 

orang calon.  

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” dalam 

ketentuan ini adalah perbuatan yang melanggar norma adat, 

norma sosial di masyarakat, dan meresahkan masyarakat di 

antaranya judi, mabuk, memakai/mengedarkan narkoba, dan 

perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

 

Pasal 71 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Masa kerja Pansel berakhir 3 (tiga) bulan setelah menetapkan 

hasil seleksi bertujuan untuk mengantisipasi adanya gugatan di 

pengadilan. 

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Laporan pelaksanaan tugas di dalamnya minimal memuat 

berita acara rapat-rapat Pansel, hasil seleksi setiap 

tahapan, dan keputusan Pansel yang memuat calon terpilih 

anggota DPRK untuk ditetapkan dan calon tetap anggota 

DPRK untuk daftar tunggu berdasarkan daerah 

pengangkatan dan peringkat hasil seleksi calon anggota 

DPRK mekanisme pengangkatan. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud “sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)” 

adalah nama yang dihasilkan dalam usulan berdasarkan 



No. 6730 -20- 

wilayah adat di provinsi untuk usulan calon anggota DPRP dan 

usulan berdasarkan sebaran suku serta subsuku yang berada di 

kabupaten/kota untuk usulan calon anggota DPRK. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

Ayat (1) 

Penetapan hasil seleksi anggota DPRP paling lambat 3 (tiga) 

bulan sebelum penetapan Komisi Pemilihan Umum bertujuan 

agar pelantikan anggota DPRP mekanisme pengangkatan 

dilakukan secara bersamaan dengan DPRP mekanisme 

pemilihan. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “calon anggota DPRP terpilih” adalah 

calon yang akan dilantik menjadi anggota DPRP. 

 

Yang dimaksud dengan “calon anggota DPRP tetap” adalah calon 

yang menjadi daftar tunggu untuk mekanisme penggantian 

antarwaktu. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
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Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

 

Pasal 81 

Ayat (1) 

Penetapan hasil seleksi anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) 

bulan sebelum penetapan Komisi Pemilihan Umum bertujuan 

agar pelantikan anggota DPRK mekanisme pengangkatan 

dilakukan secara bersamaan dengan DPRK mekanisme 

pemilihan. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “calon anggota DPRK terpilih” adalah 

calon yang akan dilantik menjadi anggota DPRK. 

Yang dimaksud dengan “calon anggota DPRK tetap” adalah calon 

yang menjadi daftar tunggu untuk mekanisme penggantian 

antarwaktu. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

Cukup jelas. 
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Pasal 83 

Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

Yang dimaksud dengan “kelompok kerja di daerah” dalam ketentuan 

ini melibatkan profesional dan representasi OAP yang berprestasi, 

memiliki talenta, dan karya nyata membangun Papua dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

 

Pasal 93 

Cukup jelas. 
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Pasal 94 

Cukup jelas. 

 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

 

Pasal 97 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “penjabat Kepala Daerah” adalah pejabat 

pimpinan tinggi madya untuk penjabat Gubernur dan pejabat 

pimpinan tinggi pratama untuk penjabat Bupati/penjabat Wali 

Kota. 

Yang dimaksud dengan “melantik penjabat Kepala Daerah” 

dalam ketentuan ini adalah Menteri atas nama Presiden 

melantik penjabat Gubernur dan penjabat Bupati/penjabat Wali 

Kota. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 98 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “bersumber dari APBN” antara lain 

biaya penyusunan kajian, survei lapangan, serta evaluasi 

dan pembahasan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “bersumber dari APBN” antara lain 

biaya penyusunan kajian, survei lapangan, serta evaluasi 

dan pembahasan. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “bantuan pengembangan daerah 

yang bersumber dari APBN” dalam ketentuan ini disalurkan 

melalui dana alokasi khusus dan/atau hibah. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

Pasal 99 

Cukup jelas. 

 

Pasal 100 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pembinaan, pengawasan, dan evaluasi” 

dalam ketentuan ini dilakukan terhadap kewajiban daerah 

otonom hasil pemekaran dan daerah induk. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

 

 


